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MOTO

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa
sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus

ia pelajari.

( Sir John Lubbock )

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana

ini dapat dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang kusayangi.

Ayah dan Ibu tercinta,

Sebagai tanda bukti dan bakti serta sembah sujud anak mu yang tiada terhingga,
kupersembahkan kepada ayah dan ibuku, yang telah melahirkan, merawat serta
menjaga dan mendidik Ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi nusa dan
bangsa. Cucuran keringat serta tangismu tak dapat kubalas, doa serta harapanmu
mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu
kabijakan yang hendaknya dilimpahkan kepada orang tua saya dan kelulusan ini

menjadi langkah awal agar menjadi pribadi yang mandiri dan lebih baik.
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RINGKASAN

WEWENANG PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL
PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 005/PUU-1V/2006

Kekuasaan kehakiman adalah salah satu dari tiga kekuasaan negara yang terpisah
dan mandiri, selain kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Kekuasaan
kehakiman memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan fungsi peradilan,
yaitu menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan

kepada masyarakat.

Pentingnya kekuasaan kehakiman terletak pada perannya dalam menjamin
supremasi hukum dan perlindungan hak-hak individu. Selain lembaga-lembaga
tersebut, terdapat juga Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata
Usaha Negara, dan Pengadilan Administrasi sebagai bagian dari sistem peradilan
di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat, menegakkan keadilan, dan menjamin
hak asasi manusia. Prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar kekuasaan
kehakiman adalah independensi, objektivitas, transparansi, dan keberlanjutan

dalam penegakan hukum.

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran dan fungsi kekuasaan
kehakiman dalam sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini meliputi analisis
tentang bagaimana kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya dalam
menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan serta
Menganalisis Independensi kekuasaan kehakiman merupakan aspek penting
dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap peradilan. Penelitian dapat
mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi independensi hakim dan bagaimana
kekuasaan kehakiman melindungi kemandiriannya dari tekanan politik atau

kepentingan lainnya.
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Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder, atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari kepustakaan

yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berikut adalah beberapa aspek penting dari kekuasaan kehakiman:

1.

Menegakkan Hukum: Kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakkan
hukum dengan memeriksa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
individu atau pihak lain. Hal ini meliputi penuntutan dan pengadilan
terhadap pelaku kejahatan serta memberikan hukuman yang sesuai.
Menyelesaikan Sengketa: Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting
dalam menyelesaikan sengketa antara individu, organisasi, atau
pemerintah. Melalui proses pengadilan yang adil dan objektif, hakim
memutuskan hasil akhir berdasarkan hukum yang berlaku.

Memberikan Keadilan: Salah satu tujuan utama kekuasaan kehakiman
adalah memberikan keadilan kepada masyarakat. Hakim harus bertindak
secara independen dan netral, mempertimbangkan fakta dan hukum yang
relevan, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan
yang adil dalam proses peradilan.

Memastikan Supremasi Hukum: Kekuasaan kehakiman berperan dalam
memastikan supremasi hukum di negara. Hakim menafsirkan dan
menerapkan hukum secara konsisten, menyelaraskan keputusan-keputusan
pengadilan dengan peraturan hukum yang berlaku, serta melindungi
hak-hak konstitusional yang dijamin.

Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan: Melalui pemisahan kekuasaan,
kekuasaan  kehakiman  berfungsi  sebagai pengawas terhadap
penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga lain. Hakim
harus bebas dari tekanan politik atau pengaruh luar yang dapat
memengaruhi putusan hukumnya, sehingga menjaga independensi dan

integritas kehakiman.
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Dalam menjalankan tugasnya, kekuasaan kehakiman diatur oleh
prinsip-prinsip ~ seperti  independensi, objektivitas, transparansi, dan
keberlanjutan dalam penegakan hukum. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar
yang kuat untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap

sistem peradilan.
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Muhammad Rani

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran dan fungsi kekuasaan kehakiman
dalam sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini meliputi analisis tentang bagaimana
kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum,
menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan serta Menganalisis Independensi
kekuasaan kehakiman merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan
kepercayaan terhadap peradilan.

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi ini membahas tentang wewenang pengawasan
hakim oleh Komisi Yudisial pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
005/PUU-IV/2006. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung
jawab Komisi Yudisial dalam menjaga independensi dan integritas hakim serta
meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif-analitis dengan mengumpulkan data melalui studi literatur dan
analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial memiliki
wewenang dalam mengawasi perilaku hakim, menegakkan etika, penegakan disiplin,
dan memberikan rekomendasi dalam proses mutasi dan promosi hakim. Selain itu,
Komisi Yudisial juga berperan dalam menerima dan menangani pengaduan
masyarakat terkait hakim. Meskipun telah ada perbaikan signifikan dalam sistem
pengawasan pasca putusan tersebut, tantangan seperti peningkatan transparansi dan
akuntabilitas masih perlu diatasi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam
menyediakan pemahaman lebih mendalam mengenai peran Komisi Yudisial dalam
menjaga integritas dan independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi
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